SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 1 TaHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOE PEREKONOMIAN
URUSAN PERHUBUNGAN PEMERINTAIL KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa denpen terbitma sumat Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomer B-PK.02.09/63/2017, tanggal
13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retens:
Arsip (JRA) Fasililalif Fungsi Keuangan, Kepegawaian
dan Aparatur Sipil Negara serta Substantif Pemerintah
Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA
Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud datam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perhubungan Pemerintah
Kabupaten Pringsew;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di FProvinsi
Lampung (Lemberan Negom Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Nomor 4932};

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakasn (Lembaran Negarz Republik Indonesia
Tahur 2007 Nomor 129, Ta,mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);



4, Undang-Undang Nomor 43 Tahuan 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomoer 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5071];

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembarsn Negara Republik
Indonesia Nomeor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pemerintzhan Daerah ([Temharan Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimang telah diubah beberapa kali Lerakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tghun 2015
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tzhun 2014 tfentang
Administrasi  Pemerintahan  {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5G01);

§. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tzhun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan {Lembaran Negsua
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286];

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrab
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036]);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu {Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nemor 16);

11. Peraturan Bupati Kabupaten FPringsewu Nomor <43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 4.3);

MEMLU TUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENS[ ARSIF
SEKTCR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KARUPATEN PRINGSEWL.

Menetapxarn



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Bupati imi yang dimaksud dengan:

1.
2.

Ll

10,

11

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangean dacrah otonoem.

Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pringsewu.

Retens: Arsip adalah jangkz wakiu penyimpanan
vang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip
kepegawaiaT.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk danm media =sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yvang di buat dan diterima oleh lembaga negera,
pemrerintahan daecrah, lembaga pendidikar,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
lemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasvarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip varg digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selatna jangka waktu rertentu.

Arsip  Aktif adalah  arsip yang  [reknensi
penggunaannya tnggi dan/atan terus menerus.

Arsip Inaktif adalah arsip vyang frekuensi
penggunaannya telah menurun.

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagli kelangsungan
vperasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui
dan tHdak tergantikan apahila msak atau hilang.

Arsip Stalis adalah arsip yang dibasilkan cleh pencipta
arsip karenz memililki nilai guna kesejarahan, telah
habis retensinya dan berketerangan dipermanenkarl
vang telah diverifikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

.Jadwal Retensi Arsip yang selanjuinya disingkat

JRA adalah daftar yang berisi sekurang-lurangnya
berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnhahkan, dinilai
kernbali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai
pedoman penyusitan dan penyelamatan arsip.



12.

13,

14.

15.

16.

(1)

(2)

Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipts arsip yang
mempunyai tugas dan tanggungiawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan
penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada
pencipta arsip yang memtiliki tugas dan tanggungawab
dalam penyelenggaragn kearsipan yang meliputi
lebijalian, pembinaan kesrsipan, dan pengelolasn
arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
saraha, serta sumbere daya lainnya.

Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan
cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi
ehksekulif, legislatil, dan yudikatif, serta lembaga lain
vang fungsi dan tugas pokeolmya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara sesual dengan Lketentuan
peraturan perundang-undangan.

Niai Guna Sekunder adalah nilai arsip vang
didasarkan pada kegunaan arsip hagi kepentingan
pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya
sechagai bahan bukti pertanggungjawaban naaional dan
memar kilekrif bangsa.

Nilai QGuna Kescjahtcraan adeloh nilad yang
mengandung fakta dan keterangan yang dapat di
gunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana
organisasi vang bersangkutan dibentuk,
dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan
tugae  serta  bagaimana  terjadinya  peristiwa
kesciarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan
penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, ternpat,
benda, fenomena, masalah dan seenisnya.

BAR II
TUJUAN

Pasal 2

Memerihi Kehutuhan Organisasi, dalam
mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efekti,
mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga
dalam rangka penyelamaran arsip yang bernilai statis.

Memenuhi kewajibhan Pemerintah Kabupaten untuk
menyusurn JRA.



EBAB ilI
PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Paaal 3

(1} Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan

(<)

(3)

{1

(<}

(

)

Ferhubungatl disusur oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Pringsewu bersama dengan
Dinas Perhubungan, setelah mendapsat persetijuan
dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Jadwal retensi Arsip 3ektor Perekonomian Urusan
Perhubungan memuat jenis arsip, retensi atau jongka
waktu simpan minimal, dan keterangan,

Ketentuan mengenai  retensi arsip Sektor
Perckonomian Urusan Perfrubungan tercantum dalam
Lampiran vyang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
JANGKA WAKTL]

Pasal 4

Penentuan retensi arsip dihitung seiak lkegiatan
dinvatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas
sudah dinvatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

Penentuan rctensi arsip didasarkan pade akumulasi
retensi arsip aldif dan inalctif dengan 3 (tiga) pola:

a, 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;

L. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi
dan teknologi; dan

¢, 10 (aeplluh) tahun untul nilad guna
pertanggungiawaban cstatan keuangan, bukti
pembukuan dan data pendukung administrasi

kenangan yang merpakan bagian dari bukti
pembukian.

Pasal 5

Retensi arsip schagaimana dimalisud dalam Lampiran
Peraturan ini memperhatikan ketentuarn:

a. peraturan perundang-undangan yang mewsjibkan
arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;

b. peraturan perandang-undangan yang mengatur
daluarsa penuntutan hukum;dan

c. kepentingan pertanggungjiawaban keuangan.



Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang

penetapan suatu jenie arsip dimusnahkan, dinilai kembali,

dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan
pertimbangan:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai
guna;dan

. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap
memiliki  nilai  guna kesgjarahan atau nilai guna
sekunder.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Jenis arsip urasan perpustakaan melipiti:
a. perumusan kebijakan,
b. perhubungan darat.

EAR VII
KETENTUAN FENUTUP

Pagal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglaan,

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dupati ini dengan
penemnpatanmya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan 4l Pringsewu
pada taniggal =+ ‘5xi1 2018
BUPAT! PRINGSEWU,

dto
SUJADI
Ditindangkan di Pringsetim

pada tanggal > apat T Ao Th
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWLU,

dio

A. BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUNK 2018 NOMOR
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Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabupaten Pringsewm : http:/ /jdih pringsevwukab.po.dd/
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